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ABSTRAK

Penilitian ini berjudul kewenangan majelis rakyar Papua dalam
memberikan  pertimbangan dan pertujuan terhadap perjanjian kerjasama
pengelolahan hutan masyarakat adat Papua.”

Tujuan penilitian ini adalaha bahwasanya untuk mengetahui memenang
majelis rakyat Papua dalam memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap
perjanjian kerja sama dalam pengelolahan sumber daya di Provinsi Papua dan
apa faktor- factor yang membengaruhi wewenang majelis rakyat Papua dalam
memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap  pengelolahan huta
masyarakat adat di Provinsi Papua;

Metode yang digukana dalam pelitian ini adalah: penelitian hukum
normative yaitu penelitian yang mengamati ketentuan peraturan perundang-
undangan dan melihat impelementasinya secara langsung dalam masyarakat.

Hasil penelitian ini penunjukan bahwa wewenang majelis rakyat Papua (

mpr) dalam memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap
perjanjian kerjasama pengerlolahan hutat masyakat adat; sebagaimana di
amanatkan dalam pasal 20 huruf (d)UU otsus- Papua, pasal 39 peraturan
pemerintah nomor 54 tahun 2004 serta pasal 14 peraturan daerah khusus nomor
4 tahun 2008 yang mengatur tentang pelaksanaan tugas dan wewemang MRP
selama ini tidak pernah dilaksanakan hanya memberikan pertimbangan dan
persetujuan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua yang adalah
harus orang asli Papua. Hasil penilitian lainnya terkait faktor- faktor yang
membengaruhi wewenang majelis rakyat Papua dalam memberikan pertimbgan
dan persetujuan  terhadap pengelolahan hutan masyarakat adat’ adalah
keterbatasan sumber daya manusia yang paham tentaang pengetahuan hukum (
undang- undang), selian itu majelis rakyat Papua mengabaikan kewenangan yang
diamanatkan dalam UU otsus dan focus pada politik yang adalah bukan
kewenagan majelis rakyat Papua. Hasil penelitian ini membuktikan bawah MRP
selama kurang lebih 20 tahun tidak pernah memperjuangkan hak -hak masyarakat
adat Papua yang adalah amanat UU otsus dan focus pada politik yang adalah
bukan fungsi atau kewenannganya majelis rakyat Papua.

Kata kuncu: Wewenang, MRP, Pengelolahan Hutan Masyarakat Adat Papua



ABSTRACT

This research is entitled "The Authority of the Papuan People's Assembly
in  Providing Considerations on Cooperation Agreements in Indigenous
Community Forest Management".

The aim of this research is to determine the authority of the Papuan
People's Assembly in granting approval to work agreements for resource
management in Papua Province and the factors that influence the authority of the
Papuan People’'s Assembly in granting approval for Indigenous Community
Forest Management."

The method used in this research is normative legal research, namely
research that observes statutory provisions and sees their implementation directly
in society.

The research results show that the MRP has the authority to approve
cooperation agreements for Indigenous Community Forest Management." as
stipulated in Article 20 letter (d) of the Special Autonomy Law-Papua, Article 39
of Government Regulation Number 54 of 2004 and Article 14 of Special Regional
Regulation Number 4 of 2008 which regulates the implementation of the duties
and authority of the MRP so far has never been implemented, this is because
IUPHHK Forest management of indigenous communities in Papua Province has
so far been carried out by the central government, the working relationship
between the central government and the Provincial and Regency City
Governments is only coordination. Other research results related to factors that
influence the authority of the Papuan people's assembly in giving approval to
Indigenous Community Forest Management are law enforcement factors, (laws),
infrastructure, legal culture which are carried out by central government organs.

Keywords : Authority, Majelis Rakyat Papua, Indigenous community forest
management
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